Ig PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKTT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
BISMILLAIIRRAIIMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATIACEH TAMIANG,

Menimbang, © a. Bahwa dalam mngha pelalsanaan Undang-Undang Nomor
32 Tehun 2004 tentang Pemerintah Dasrah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Normor § Tahun 2005 tentang
Penstapan Peraturan Pemerintzh Penpuanti Undang Undeng
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang
Nomor 1 Tehun 2006 lentang Permerintahan Aceh, dipandang
perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tara Kerja
Rumah Skt Urnten Dacrah Kabupsaten Aceh Tamiang sesuat
dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemarmpuan
Daerah;

b, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
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pada huraf a, perfu membentuk Qanun lentang penatagn
Susunan Organisas] dan Tara Kerja Rumah Sakit Unum
Daerah Kabupaten Acch Tamiang.

Undang-Undang Nommor 24 Tahun 1956 tentang Pembentulan
Dacrsh Otonom Propinsi Acch dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1102},

Undang-undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-Pokal
Tepegzwaian sebagrimann telah divbah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomer 169; Tambahan Lembaren
Negara Nomor 3890);

‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Eesehatan,
{embaran Negara Republik Tndonesia Tatnan 1992 Nomor
100; Tambahan Lemberam Negara Republik Indonesia Nomor
1445),

Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 1999 teatang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimena
Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 999
Nomor 172; Tambalan Eembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3893},

. Undang - Undang Nomor4 Tahun 2002 tentang

Pembentakan Kabugaten Acch Barat Daye, Kabupaten Gayo
Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Negan Raya
dan Kabupaten Acch Tamiang. (Lembaran Negora
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

. Undemg-undang Nomoe 10Tahun 2004 tentang Pembertukan
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Peraturan Penmdang-undangan. (T embaran. Nepgara Republik
Indoriesia. Fahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); .

. Undang-t Indang Nomor 32 Tahun 2004 tentimg Pemerintaban

Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2005 tentang Penetapan Peraluran
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomar 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 tentang Pemcrintahan Dacrah menjadi  Undang-
Undang, (1embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomaor 108, Fambahan L.embaran Negara Republik Indonesia
MNonor £348);

LﬁﬁmgUndmgNuntmeQOOdmmnngimbangm
Keuangen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
4ceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);dan

Peraturan Pemerintzh Nomor 25 Tabun 2000 lentang
Kewetangan Pemerintah dan Kewenangan Propiusi sehagai
Daerah Otonons. {Lembaran Negara Republik Indonesia
Teshan 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negata Nomor
3952).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktura? (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomeor 197, Tambahan Lembaran Negara




Repuhlik Indonesia Nomor 4018},

12, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentaq
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayana
Minimal (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 200
Namor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 4585);

13, Keputusan Presiden Notor 40 Tahun 2001 tentang Pedoma
Kelembaranan dan Pengelolasn Rumah Sakit Daerah;

14, Keputusan Presiden No 41 Tahun 2001 tentan;
Kelembagaan Teknis Daersh; dan

15, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 200;
Tentang Pedomnan Susuman Organisasi dan Tata Kerja Rumat
Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN )
ACEH TAMIANG

DAN
BUPATIACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG '["ENTANq
PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERIA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAI KABUPATEN ACEI[
TAMIANG




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

alam Qv ini yang dimalsud dengan:

. Dacrah adaloh Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sehagai unsur
Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah;

. Bupatiadalah Bupati Aceh Tamiang;

‘Waldil Bupati adalah Walil Bupsti Aceh Tamiang;

Sekrefariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah
Kahupaten Acch Tamiang;,

Sekeetaris Daerah yang selanjutnya dischut SEKDA adalah Sekretaris Dacrah
Kabupaten Aceh Tarniang;

Rumah Saldt Urnum Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang selanjutrya dissbut RSUD
adalah RSUD Kabupaten Acch Tamiang:

Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Kabupaten Acch Tarnfang ;
Kelompok Jabatan Fungsional adatah Kelompok Pegawal Negeri Sipil yang.
diberi tugas, wewenang hak secarapenuholeh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas khusys sesusi dengan keahliannya ; dan

Qanus adalah Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.

BABIL

Pasal2

fengan Qanun ini dibentuk Susunan Organiszsi dan Tata Kerja Rumah Sakit
% ;mum Daerah Kabupaten Acel Tainiang,
: BAR TN

ORGANISASI

Bagian Pertama




Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsidan Wewcnang
Pasal 3

RSUD KabupatenAoeh'lﬁmiangadalah[mhamn'rékﬁsl)nemh yang memberil;
pelayanan kesehatan lepada masyarakat sebagal pusat rujukan da pendidikan
Pemerintahan Kabupaten Acch Tamiang.

Pasal 4

RSUD Kabupaten Aceh Tamiang merupakan ensur pendukung Perneringh Daera.
dipimpin oleh seorang Direldtur yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggun,
Jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 5

RSUD KahupnthDchTamiungnu:mpanyai fugas
(1} Melaksanakanupaya keschatan secara berdaya guna dan berhasii guna dengan
upaya penyembuhan, dihan yang, ditakukean secara serasi
dan terpadu dengan tidak meninggalkan upaya meningkatkean dan pencegalian
serta melaksanakan pusat rujukan, melaksanakan pendidikan tenaga
kesehatan, penelitian, pengembangan ilmu kedoldersn dan itmu keperawatan,
sesum‘dmlganmumnpmndang-mzchnganyangberMm;

) Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan standar
Pelayanan rumah sekitdengan meneeapkan prinsip profesional danislami sehagai
pusat rujukan dan pendidikan di pemerintah daerah serta tugas kedinasan lain
yangdiberikan oleh bupati.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud dalem Pasal 5, RSUD
Kabupaten Acch Tamiang. memynnyai fungsi;

4. Telaksanaan urusan ketatausahaan RSUD,

b, Pemywsunanrencanakerja tabiunan, jangka menengah dan panjang RSUD;




=

Penyel ! medis dan ji edis dan non medis;

T pel dan asuhan k

Penyel rehabilitasi medis, 1 han dan peningkatan derajat
keschatan;

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi Seksi
keschatan;
Penyelengparaan pendidikan, pendidikan dokter spesialis dan pelatihan dalam

Seksi kesehatan;
th. Penyelengparaan pelayanan rujulean;
i Peayelenggaran pemunjang medis;
i Penyelenpgarian administrasi unim dan kevangan;
i3 Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai
dengan Seksi tupasnva.
Pasal 7
Untuik melaksanakn fingsi sebagaimana disaaksud datam Pasal 6, RS kabugten
AnehTanuaug mt‘ﬂ'ﬂpllﬂy’l\ kewenangan sebagai berilart:
5. Meny dan pedoman pelak ATBD;
b \Jangﬁ,lofdmlrmmsuaslkepegﬁwmsn, kmangandanpeﬂmglmpmmn dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
¢ Bekerjasama dengan Instansi pendidiken yang memanfaatkan RSUD
Kabupaten Aceh Tamiang sebagai lahan praktek:
d Menyelengparmkan kerja sama dengan pmakkmaadm@nbe{padumm kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e Memanfaatikan peluang pasar sesuai kemampuzn dengan telap melaksanakan

fangsi sosial;
Melakukan hubungan koordinatif fasilisator dengan Dinas Kesehatan dalam
pelaksanaan teknis kesehatan,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8
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Susunan Onganisasi RSUD Eabupaten Aceh Tamiang terdini dari :
a. Dircktur,

b. SubBagian Tata Usaha

Seksi Pelayanan Medis

Seksi Keperawatan

Seksi Pengendalian Medis

[ Kelompol Jabatan Fungsional

£ Insialasi

. Satuan Pengawas Intern

Pao

Bagran Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumsh Sakit Umnum Dreran Kabupaten
Acch Tamiang sebagsimans tercantum dalam Iampimmmpakanbagimlsmg
tidadk terpisahkan dengan Qanum .

Paragrafl
Direktur

Pasal 9

Direkturberke di bawath da bet jewab] g« kepada Bupai
melahy Sekda;

Direkrur mempunyat tigas:

4. Memimpin dan membina RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dalam
melaksanakan tugas yang ditetapkan berdaserkan peraluran penumdang-
undamgan yang berlaku dim kebijakan Pemerintah Daetah;

Melaksanakan pengawasan dan memberikan petunjuk terhadap pekerjaan
dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada pada RSUD;

- Menyiapkan keb almuunmmdamhdisdcsipc]ayﬁmnkmhamndidamah;
d M kebijakan teknis di Seksi keseh di daerah yanp

&

I

menfadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang

ditetaplcan oleh Bupati:
¢. Melakukan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi lain yang
fesi pelayanan kesehatan;
Melaksanakan fugss-tugas kedinasan lainnya yang diberikan alch Bupati

Boraicn e g



sesuzl dengan Seksi togasnya.
Paragraf2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10
Sub Bagian Fata Usaha adalah unsur pernbantu direktur di Seksi pelayanan
administras danwmum;
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh searang Kepala Sub Bagian yang herada
dibawah dan bertanggung jawab kepads Direktur,

Pasal 11

? b Bag,]an Tala Usaha mampunyzn lugas membantu kegiatan direktor dalam

admini W, Penyusuman program kerja,

Encaria :umglsjmmgkam-udr.k dan jangka panjang, kepegawaian, rumahtangga

orlenipha I masyarakal, Eende: penataan arsip, hulom
i keramlaksmmn dan pelaporan.

Pasal 12

tuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud datam Pasal 11, Sub Bagian
fta Usaha mempumyai fungsi:

Pengelolaan urusan romah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan
keprotokolan;

Penyiapan baban dan pengloordinasian penyusunan program kepialan serta
pelaporan serta pembinaan hukum daa ketatalaksenaan;

Pengelolaan administrasi keuangan;

Pembinaan dan pengelolaan administasi umum yang meliputi kepegawaian,
perlengkapan, kerumahtanggaan, penatann arsip, dokomentasi dan Informasi
sera hubungan masyaralat;

Pelaksanuan pelayanan teknis administratif kepada Direktur dan semuaunit
organisasi dilingkungan Rumah Sakit Unsam Daerab; dan

Pelaksanaan tugas-tugas Jkeedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan
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Seksi tugasoya,
Pasal 13

Sub Bagian Tata Usahia terdiri dari:

a.. Urusan Urmum dan Perlengkapan;

b. Urusan Kepegawalan;,

¢ Urusan Kenangan.

Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang, Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesiai dengan Seksi ugasnya.

Pasal 14

Umsa.u Unmm dan l‘crlanglmpan mempunyai tugas melakukan pengelolaan)
wch ang melipatik suraf menyureL
penataan arsi, perjalanan dinas, pq]EnEJ(ﬂpau, kerumsh tanggaan, pengadaan|
harang,_ i 1sasi barang dan hubunyren o SEITa ISy USIN rencamal
strategis den membuat laporan lainmya;

Urusan Kepegawaian mempunyai Jolaan ac
kepegawaian dan peugumpu]an pt:ratlllall perl.mﬂar\b-undsn'zan, pembingin
hukun das. | an keschatan, administrasi pendidikan da
pengembangan karir pgguwm analisis kebutuban pegawai, rmngusulkzu
kebutuhan pegawa, b disiplin dan kesejal 1 pegawal, dan analisis
Jabatan; dan hubungan masyarakat serta menyusun rencana strategis dar
membual]a{ml‘ai;]nlun}a;

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrast
kenangan yang meliputi penyusunan anggaran, verifikasi anggarang
pembukuan, perlanggungiawaban kewangan, dan pelaporan;

Paragraf3
Selcsi Pelayanan Medis

Pasal 15

Seksi Pelayanan Medis adalah unsur pelaksanaan telcnis di Seksi pel




- medis; -
2)  Seksl PelayananMedis dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawsh
dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 16
Sekesi Pl Jedi \PUITYE NS an himbingan 1nedis
rawat jalan, rawat darural, pelayarian medis rawal inap, intensif dan bedah

sentral, mfonmasi pemasaran sosial, upaya rjukan dan instalasi-instalasi setta melakulkan
pengelolaan datadan rekam medis.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi

pelayanan Medis mempunyai fungsi:

a. al"e:nyusunzmke?:'\.lml‘anreno.?'idar'.tpmyedmzm fasilitas pelayanan medis;
b, Pengkoording medis;

e Pelal P dan dalian penerimaan dun

pasien;
d.  Penyiapanbahan rekam medis seta pengelolaan data pelayanan kesehatan;

e I; pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas serla
kepiatan pelayanan medis;
£ Telaksanaan tugas-tagaskedinasan yang dibeeikan oleh Dircktur sesuss dengan
Seksi tegasnya
Pasal 18

(1} Secksi Pelayanan Medis terdiri dari:

a. Sub Seksi Pelayenam Medis Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Rawat Jnap;
b. Sub Scksi Pelayanan Medis Rawat Intensif, Bedah Sentral dan Rekam
Medis.

(2)  Musing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oléh
seorang Kepala Sub Seksi dan Instalasi yang berada di bawah dan
bertanggnmg jawab kepada Kepala Seksi Pelavanan Medis sesuai dengan Sub
Seksi tugasnya.
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Pasal 19

Sub Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap
‘memptmyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan dan kebustuhan unit-unit
pelayanan Rawat Jalan, Gawat Darorat  dan Rawal lnap, melakukan

danp penggunaan fasilitas Unit Rawat Jalan, Gawat
Darurat den Rawat Inap,

Sub Selisi Pelayanan Medis Rawat Infensif, Bedsh Sentral dan Rekam Medis
mempunya oordinasik g kegiatan den kebutnhan unit-unit
pelayanan Rawat Intensif, Bedal Seniral dan melakukan pemantavan dan
pengawasan pengaunaan fasilitas Unit Rawat Intensil dan Bedah Sentral serta
melekukan pengumpulan dan pengelolaan data seria rekam medis

keperawatan dan visum et reperiun,

Paragraf4
Scksi Keperawatan

Pasal 20
Seksi Keperawatzn adalah unsur pelaksanaan teknis di Seksi perawatan;
Seksi Keperawatan dipimpin olsh seorang Kepala Seksi yang berade dibawah
dan bertangpung Jawah kepada Direktur.

Tasal 21

Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakin bimbingac, pelaksanaan asuhan
dan pelayanan keperawatan dan Jogistik serla pengawasan clika profesi keperawatan.

Pasal 22

Untuk m 1 Yan tupas sehagaimana dimaksud dalam Pesal 21, Seksi
Keperawatan mempunyei fangsi:

Pelaksanaan penyusunan program keperawatat, rawat jalan, gawat darurat,
asuhan keperawatan, rawat inap, infensif, bedah septral, etika profesi
keperawatan dan logistik keperawatan;




Penyusunan standar esubian keperawatan, etika profesi keperawatan dan logistk
kepercrwaiﬂn;

penilaian pelak kegiatan |

| _}mpmwﬁlxnmwaua]ml. gawaldammMmk:pﬂmmmwafunp,mmmF J

| bedah sentral, etika profesi keperawatan, mutu keperawatan dan tenaga 1
keperawatan; !
Pengkoordinasian pengusulan pencrapatan tenaga keperawatan;

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Dirckiur sesuai dengan
Seksi tupasnya.

Pasal 23

Sekst Keperawatan terdir deri:

a. SubSeksi Rawat dan Asuhan Keperawatan

b. ; Sub Seksi Logistik Keperawatan

Msing-masing Selsi sebagaimana dimaksud pada ayet (1) dipimpin olehseormy
Kepala Sub Seksi vang berada dibawal dan bertangeung jawabkepada Kepala
Seksi Keperawatan sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 24

) SubSeksi Rawat d.mAwthf:pemwstuw mempunyai tugas menyiapkan baban

bimbingan pada unit rawat jelan,
. gavat darurat, rawat intensif, bedah sentral serla pelaksanaan etika pro |
) Sub Seksi Lopistik Kep B m———— i

pelaksanaan kLhmuhzm logistik asuhan dan pelayanan keperawatan serta

‘pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan dan pelaganan keperawatan

Paragraf 5
Seksi Pengendalian Medis
Pasal 25

) Scksi Pengendalian Medisadalahunsur tekniis di Seks pengendali

‘dan penumjang medis;




(2} Seksi Pengendalian Medis dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang berads
dibawah dan hertanggung jawah kepada Direktur.

Pasal 26
Seksi P dalian Medi: unyai tugas peuryiapan bahan
medis, penclitian, p 12 dan kebutuh I informasi, promosi serta
upayarujukan pasien. .
& Pasal 27

Untok menyclenpgarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Seksi
pemendah.ﬁ.n  Medis mempunyai fungsi:
Pemyusunan kebutuhan pengendatian d;m pemugmgmedls,
Pengkoordinasian pel pengendslian dan penunjang medis;
Penyr daz p jang medis;
Pe]alaanmn mamnwndlm dan pengembangan medis;

informasi, promost dan upaya mjukan pasien;
Pdaksananufugas—m@sked:m«ynhmnya}'ar\gdibeaﬂml)uc&mn‘&:wmdzugan
Seks] tugasnya,

MG oo e

Pasal 28

(1) Seksi Pengendalian Medis terdiri dari;
a. SubSckst Penunjang Medis;
b. Sub Seksi Penclitian, Informasi, Promost dan Upaya Rujulean,

@) Masi ing Sub Seksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipipin ol
seorang Kepata Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Seksi petumjanyg; Medis sesual denpan Seksi tugasnya.

Pasal 20

{1} Sub Selsi Penunjang Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan semua
kebbtuhan Instalasi, Radiologi. Rehabilitasi Medis, Patologi K linik dan Patalogi .

sd




Anatomi, Instalasi Farmasi, Gizi, Sentral Sterilation Suplty Department dan
Penmilasaran Jenazah;

3} S\le:ksJ I’enelmm, mfmna.sl,'?rmnnsldnnupﬂyamjukﬂn mempunyai gas
iapkan semua kebutnhan penelitian dan
1 indor i, promeosi dan upaya rujukan terhadap pasien
serta melakulan binghi R ; butin oordifs ekl
dan penilaian kegiatan pel; kesel serta
mumajemen RSUD.
Pasal 30
Kelompok Jabatan Fungsional
(etorupok Jabatan i Iak bagian tugas Rumah

ukﬂUmumD1ml|m dmgankmhhandankcblmﬂmn

Pasal31

Kelompok!&bnmnl ‘ungsional subagmnmmdlmﬂksud dalam pasal 30 texdiri

taf medi

Kelwnpok]'ﬂ)m‘am ional sehagai tersebut padaayat (1) dipimpin
fimgsional serjor yang ditjuk oleh B

}awahkapadaDlrekrur

Jenisdan jenj i dimaksud pada ayat 1) diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Tnstalasi

Pasal 32

‘Tnstalasi merupakan fasili 1 1 jonal medis
kep pel j medls, kegiatan penelitian dan
b pelatihan dan p et di RSUD;




(2} Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan fungsional yang berada
dibawah dan hertanpgunp jawabkepada Direktur melalui Kepala Seksi Teknis
masing-masinginstalasi beramghatan,

Pasal 33

KepalaInstalasi mermpunyai tugas t di k

kesehatan sesuai denpan fungsinya,

Pasal 34

(1) Instalasi terdiridari:

Instalasi Rawat Talan

. Instalasi Rawat Inap

. Instalasi Gawat Dacurat
Instalasi Rawat Intensif
Instalasi Bedah Sertral
Tnstalasi Radiologi

Instakasi Farmasi

Instalasi Glzi

Instalasi Rehabilitas Medis
Instalasi Patologi Klinik
Instalasi Patologi Anatormi
Tnstalasi Pemeliharaan Sarana Rumah sakit
m. Instalasi Pernulasaran Jenazah

TRTTFR s ae T

(2)  Perubahan jumlal dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 35
(1) InsmlasrRawmjalanmmplmymmgasmdakukmdmgnusa,pcngubamrndan
kit penyaklldan J lihan keschatan
unmkpandanmmv.raqa!anwh Fak ujukan ke instalasi pel

kesehatan beik di dalam maupun d;luarRumahSakuUnmm,




b3

h

)

Instalasi Rawal Inap mempunyai tugas melakukan diagnosa, pengobatan,

i han penyakit akibat penyakit dan peningkatan pemulihan

kﬁsehmnlmlkdl dalam maupun di luar Rumah Sakit Unn;

Instatasi Gawat Darurat mempunyai tugas meizksanakan Pelayanan yang meliput

diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan, akibat penyakit dan peningkatan

pemuliban kesehatan yang bevsifat darural dan melakukan kegiatan pelayanan

penyelamatan jiwa yang tepat waktu dan tepat tindakan:

Instalssi Rawat Insendil mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan,

perawatan, secara Intensif, rehabilitasl, pencegaban akibat penyakit dan

peningkatan pemulihan kesehatan;

muﬂuﬂemmmual.mu, unyai lalesannkan diagnosa pernbedaban,

, rehabilitasi, peneegaban aldbat penyakit d

pmmljlmkr;sﬂmtzm

Instalast Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologl vang

meliputi diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan

petingkatan penmuliban kesehatan;

Instalasi Farmasi mempum lll\t_,l‘i melaksanakan kegiatan produksi,

peracikan, A ian obat-obatan, gas medis, bahankinmia

dan alat kesehatan serta penyedn:m alat kedolteran dan keglatan pelayanan

sterilisasi;

lnstalesi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan,

di Turan rakanan, pemyulub i dan terapi giel,

Iusralasx REh"hl]IISSJ Modw mempunya ai mg'as melakukan upaya pemulihan
yang; mediputi p i, astetik, prostetik, terapi wicara,

terapi psikologl, terapi I«.rgadan terapi sosial;

Tnsialesi Patologi Khinik .mempunyai tu:'as melaksanakan pelayanan

pemeriksaan darah, urine, Jaeses dan cairan tubuh;

Instalasi Patologi Anatomi mempunyei tugas melaksanakan pelayanan

pemeriksaan jaringan tubuh untuk keperluan diagnosa dan terapi;

Instalasi Pemeliharasn Sarana Rumah Sakit mermpunysi tugas melakukan kegiatan

pemelibataan bangunan, peralatan listrik, elekromedik, radiologd, air minum, air

panas, listrik pas medis, gas teknik, pembuangan sampah, dan cairan buangan

alat anglut serta sandang;

Tnstalasi Pernul: Jenazal mempunyai tug | kegiatan pengunisan

Jjenazah, pemeriksaan jenazah dan administrasi visum;




(14} Instalasi Tata Usaha Rawat Inap Pasien mempunya tugas melalaan kegiatan
keetatausshasn pasien masuk, pindah pulang yang terdiri dari unsur rekam medis,
‘bank, aluntansi, keuangan dan pelayanan informast pasien.

Paragraf §
Satuan Pengawas Intern

Pasal 36

(1) Satuan Pengawas Intern adalah  kelompok fungsional yang bertugas
melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Ra‘m
Umum Daerah Kabupaten Tamiang ;

(2)  Satuan Penpawas Intern berada d\bawah dan bertangguny jawab kepada
Direklur;

(3)  Satuan Pengpwas Intemn ditetapkan oleh Direktur untuk masa ketja 3 (tiza) tabun,

BARTV
SUMBER DANADAN PERTANGGUNGIAWABAN
DANA RUMAH SAKIT

Pasal 37
Sumber dana Rumah Sakit Usnum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang berasal dar
Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, sumbangan dan pihak ketiga dar
peadapatan fungsional Rumah Sakit Umum Dacrah Kabupaten Acech Tamiang.
Pasal 38
(1) Setizp Tahun Anggaran, Disektur Rupiah Sakit Unmim Decrah Kabupater: Acel

Tamlmg m(mgmukau Rgmam)(cmmnggmn (RKA) yang memnuat rencan:
inei dun alcurtabel untuk satu latan

anpgaran;
(2) Rencana Kerja Anggatan (RKA) dimaksud pada ayat (1) pasal ind didasarkai
pada RENSTRAPEDA den KUA yang telah ditetapkan dan dilaksanidan secan
terkonsolidasi antara ssmua snmber pembiayaan; g




1) Rencana penerimsan dan 3 bagai dimaksud padaayat ([ dan
ayat (2) disusun dalam jenis kegiatan sesuaf dengan aturan yang berlaku dard
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris dacrah selambat-lambatnya 3
(tiga} bulan sebelum Tahun Anggaran dinnlat,

4)  Jumlah Anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja Angearan (RKA) yang
teiah mendapat pengesahan Bupati merupakan Largel penerimaan dan batas
tertinggi masing-masing pengeluaran Rumah Sakit Umum Damh Kabupaten
Aceh Tamiang,

Pasal 39

1) Pengeharan Fungsional Rumah SakitUmum Dacrah Kabupaten Acch Tamizng

digunakan untok membiayai:

a. Kegiatan Operasional;

b. Kegiatan Pemeliharaan;

£. Peningkatan Sumber Daya Manusia;

d. Pemberian perangsang ([nsentif Kesejahteraan Karyawan)

2)  Pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan
Rencana Kerja Anggaran (RECA) yang telah disahkan oleh Bupati;

3)  Dalam keadaan darurat Direlur diberd ‘untuk melakukan d:
barang-barang kebutuhan operasional secara langsung sesuai dengan
kebutuhan dan biaya tersebut tidak termasuk dalam rencana yang telah disusun;

4}  Dalam pelaksanazn sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), selambat-
lambatnya 1 (saru) bula.n terhitung tanggal transalksd, Direktur harus membuat
Iapotan p ban kepada Badan Py lolaan Keuangan Dacrah
Kahupaten Acch Tamiang untuk mendapat pengesahan.

Pasal 40

Sefiap akhir tahun anggaran Direktur RSUD Krbupaten Aceh Tamiang menyarmpaikan
laporan tentang pelaksanaan RS Kabupaten Aceh Tamiang kepada Bupati.
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Untuk mendubimg kepiatan RSUD Kabupaten Acch Tamiang dalam mencapai maksud
dan fujusn:

y
@)
(&)

BARY
PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pasal4i

RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka npaya peningkatan pelayanan
kepada mesyarakat dalarm melakukan ketja sama dengan piak kefipa atas drsar
salingmenguntungkan; :
Hasil keuntungan dari kerja sama dengan pihalk ketiga schagaimana dimaksud
padaayat (1) merupakan penerimaan fungsional;

Kerjasama dengan pihak ketign sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
bolehmenyirapang afau bertentangan dengan tagas pokok Rumah Sakit Ui
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;dan %
Bentuk, syarat, prosedur dan tata cara pelaksanaan kerja sama denpan pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai denpan peraturan
perundang-undangzn yang berlakiy

Puasal 42

Berhiak menerima pernbeyaran dan hasil jass pelzyanan, pendidian dan penelitian
diSeksi kesehaten dan hasil usaha-usaha lain yang sah;

Penerimuan yang diperolh sebagal imbalen jasa yang diberikan Rumal saks
dan usaha lain merupakan penerimaan negara bukzn pajak (PNBP),dan
Pencrimazn hibiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlakn, |

BAB VI 3

PELAYANAN ISLAMI !‘

Pasal 43 S

2

Semua tindakan Medis dan Pelayanan Asuhan Keperawatan yang dilaksanakan olch E
RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dilak dengai menganut prinsip-prinsip yang ;
sl H
i

3
[




BABVIL
KEPEGAWAIAN

Pasal 44
{1) Direlaur diangkatdan diberhentikan olels Bupati atas usul SEKDA ;
(2) " Kepala SubBagian Tata Usaha dan Kepala Sekst, Kepala Sub Seksi dinngkat
dan diberhentilan oleh Sckretaris Dacrah atas pelismpaban wewenang dari Bupari
dengan memperhatikan usul dari Direltur RSUD.

Pasal 45

Jenjang kepangl dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku,

1 Pasal 46
liselon Jabatan pada RSUD Kabupaten AvehTamiang adalal sebagai berikut:
o Direkioreselon ll.a
b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi eselon IV.a
. Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi adalah eselon Va

BAB IX
TATAKERJA

Pasal 47

1y Dalam melaksasakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Kepala Sub Selsi dan Kepala urusan serta Kelompol Jabatan Fungsional wajib
menerapkanprinsip koordinasi, infegras, dan sinkrorisesi baik dilingkungan RSUD
dan diluar RSUD sesuai dengan Sekst ugasnya masing-masing;

%) Seliap pimpinan satuan organisasi ditinglungan RSUD wajib melaksanakan
pengawasat melekat,




Pasal 48

(1) Dalam hal Direktur fidak dapa menjalankan tugasnya karena berhajangen, maka
Bupati menunjuk. Kepala Sub Bagiun Baglan atau salsh scorung Kepala Seki
untuk newakilinya d rerhati] iaritas dan kvalitasny

(2)  Dalam hal Kepala Bagian dan Kepala Seksi lainnya tidak depat menjalanlan
tugasnya karena beihalangan, maka Direknu menunjuk salah seorang Kepala
Sub Bagian atau Kepala Seksi menurui Seksi izgasnya masing-masing untuk
mewakilinyadengan memperhatikan seniorilas dan kwalitasnys.

BABX
PEMBIAYAAN
Pasal 49
Segalabiaya yang diperlukan unmik melak kan kegiatan Rumah Sakit Ul daerah

Kabupaten Aceh Tamiang dibehankan kepada Anggaran Pendepatan Belanja Dacrah
(ATBI)) Kabupaten Aceh Tamiang dan surber-sumber lain yang sah dan
tidak menpikal

Pagal 50

Penctapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang

BAE XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Selama belum ditetapkan peraturan p Qanun ini, maka segala kotentuan
yang ada dinyarakan tetap berlaku sepanjung tidak bertentangen dengan Qanun
Yy




BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52
al- hal yang yarg belum diatur dalarn Qanon ind aken distur kemudian dengan
sraturan Bupati sepanjang  mengenai  peraturan pelaksanaan dengan
emperhatikan ketentuan peraturan perandang-undangzam yang berlaku.

Pasal 53
engan berlakunya Qanun inf, maka segala ketentuan yang hertentangan dengan Qamin
[ dinyatalean tidak berlak lagi.

Pasal 54
mmmmﬂmbﬁ]ahlsejaktar@gal di undanglan.
ar supaya setiap arang mengetahuinya, memerintzhkan penpundangan Qamnm Ini
ngan penempatannmya dalam Lembaran Dacreh Kabnpaten Acel Tamiang
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